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PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Kasongan  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon,  umur  52  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTP,  pekerjaan

Wiraswasta  (Petani),  tempat  kediaman di  Jalan  xxx,  RT.  xx,

RW. xx, Kelurahan xxxx, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten

Katingan,  Provinsi  Kalimantan  Tengah,  selanjutnya  disebut

sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus

rumah tangga, tempat kediaman di Desa xxxx, RT. xx, RW, xx,

Kecamatan  Purwanegara,  Kabupaten  Banjarnegara,  Provinsi

Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai  Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah  mendengar  keterangan  Pemohon dan  memeriksa  alat-alat  bukti

Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10

Januari  2022  yang  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Kasongan

pada  hari  itu  juga  dengan  register  perkara  Nomor  11/Pdt.G/2022/PA.Ksn,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa,  pada  tanggal  08  Juli  2019,  Pemohon  dengan

Termohon  melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Katingan  Hilir,  Kabupaten
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Katingan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/xx/xx/xxxx, tanggal

08 Juli 2019;

2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus Duda, dan

Termohon berstatus Janda;

3. Bahwa,  setelah  menikah  Pemohon  dan  Termohon

bertempat  tinggal  di  rumah  kontrakan  yang  beralamatkan  di  Jalan

Hampangen,  Desa Xxxx,  Kecamatan Katingan Hilir,  Kabupaten Katingan,

Provinsi Kalimantan Tengah,kurang lebih selama 1 bulan, sebagai tempat

kediaman bersama terakhir;

4.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa, setelah dilangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon  telah

hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami istri dan belum dikaruniai

seorang anak;

5.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa,  Puncak  keretakan  rumah  tangga  Pemohon  dengan  Termohon

tersebut  terjadi  pada  bulan Agustus 2019,  Termohon pergi  meninggalkan

Pemohon dengan alasan sakit dan ingin berobat ke Jawa,akan tetapi hingga

sekarang  Termohon  tidak  kembali  lagi,  Pemohon  sudah  berusaha

menghubungi  Termohon  untuk  pulang  kembali  ke  rumah  kediaman

bersama, tetapi Termohon menolak dan mengatakan ingin berpisah dengan

Pemohon;

6.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa,  dengan  kejadian  tersebut  rumah  tangga  Pemohon  dengan

Termohon  sudah  tidak  lagi  dapat  dibina  dengan  baik  sehingga  tujuan

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing

pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka

perceraian merupakan jalan terakhir  bagi  Pemohon untuk menyelesaikan

permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
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7.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa,  keluarga  Termohon  sudah  berusaha  merukunkan  Pemohon  dan

Termohon  namun  tidak  berhasil,  karena  Pemohon  tetap  pada  pendirian

untuk bercerai dengan Termohon;

8.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa, Pemohon tidak sanggup lagi  berumah tangga dengan Termohon,

maka  Pemohon  memohon  kepada  ketua  Pengadilan  Agama  Kasongan

untuk mengabulkan Permohonan Cerai Talak dan memberikan ijin kepada

Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon; 

9.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa,  Pemohon  bersedia  membayar  biaya  perkara  sesuai  dengan

ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  diatas,  Pemohon  mohon  agar  Ketua

Pengadilan  Agama  Kasongan,  Cq.  Majelis  Hakim  untuk  memeriksa  dan

mengadili  perkara  ini,  selanjutnya  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya

berbunyi:

Primer:

1.Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.Memberi  ijin  kepada  Pemohon  (Pemohon) untuk  menjatuhkan  talak

satu  raj'i  terhadap  Termohon (Termohon)  di  depan  sidang  Pengadilan

Agama Kasongan;

3.Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan  yang seadil-adilnya;

Bahwa  pada  hari-hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,  Pemohon  datang

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon  tidak pernah datang

menghadap  dan tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap sebagai

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

dan  ketidakhadirannya  itu  tidak  disebabkan  oleh  suatu  halangan  yang  sah,

maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon ;
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Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena

Termohon tidak pernah hadir di persidangan; 

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan

dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap

mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi

tidak  berhasil.  Sedangkan  usaha  damai  melalui  proses  mediasi  tidak  dapat

dilaksanakan  karena  Termohon  tidak  pernah  datang  menghadap  ke

persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup

untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon

yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa,  terhadap  permohonan  Pemohon  tersebut,  jawaban  Termohon

tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di

persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;  

Bahwa  untuk  meneguhkan  dalil-dalil  permohonannya,  Pemohon  telah

mengajukan bukti surat berupa:

 Fotokopi  Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/xx/xx/xxxx, 08 Juli

2019,  yang  aslinya  dikeluarkan  oleh  Kepala  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan  Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, sebagaimana, tanggal.

Alat bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen)

dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;

 Surat  Keterangan  Domisili Penduduk  nomor

xx.4/xx/xx/KSL/xx/xxxx, tanggal  10 Januari  2022,  atas nama Kasiman,

yang dikeluarkan oleh Lurah Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir,

Kabupaten Katingan.  ukti surat tersebut telah diberi  meterai cukup dan

telah dilegalisasi oleh kantor pos, lalu diberi tanpa P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang

saksi sebagai berikut: 

1. Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani,

bertempat  tinggal  di  Hampangin,  Rt  09  Rw 02,  Desa  Xxxx,  Kecamatan

Xxxx,  Kabupaten  Katingan,  Provinsi  Kalimantan  Tengah  di  persidangan
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saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada

pokoknya sebagai berikut::

-     Bahwa Saksi adalah Tetangga dari Pemohon;

- Bahwa Saksi sudah menjadi tetangga Pemohon sejak Pemohon belum

menikah sampai Pemohon menikah dengan Termohon;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri

yang telah menikah secara resmi pada Juli tahun 2019;

- Bahwa Saksi  mengetahui  setelah  menikah  Pemohon  dan  Termohon

tinggal di Desa Xxxx, Kacamatan Xxxx, Kabupaten Katingan;

- Bahwa  setelah  menikah  Pemohon  dan  Termohon  belum  dikarunia

anak;

- Bahwa Saksi  mengetahui  awalnya  hubungan  antara  Penggugat  dan

Tergugat  rukun,  namun  kemudian  Termohon  pulang  ke  jawa  dan

sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa saksi  mengetahui  Termohon  meninggalkan Pemohon setelah

setelah 1 (satu) bulan menikah, tiba-tiba Termohon pulang ke jawa dan

tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

- Bahwa Saksi  mengetahui  bahwa penyebab Termohon  meninggalkan

Pemohn  karena  saksi  sendiri  tidak  pernah  meilhat  Pemohon  dan

Termohon bertengkar;

- Bahwa  Saksi  mengetahui  Pemohon  dan  Termohon  kini  telah  pisah

rumah selama lebih dari 2 (dua) tahun lalu sampai dengan sekarang

dan  selama  itu  pula  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  menjalankan

kewajiban suami isteri;

- Bahwa Saksi sudah melakukan penasehatan kepada Pemohon, namun

upaya  tersebut  tetap  tidak  berhasil  merukunkan  Pemohon dan

Termohon;

2. Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,

bertempat  tinggal  di  Hampangin,  Rt  09,  Rw 02,  Desa Xxxx,  Kecamatan

Xxxx.  Kabupaten  Katingan,  Provinsi  Kalimantan  Tengah,  di  persidangan

saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada

pokoknya sebagai berikut:
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-     Bahwa Saksi adalah Tetangga dari Pemohon;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri

yang telah menikah secara resmi pada tahun 2019;

- Bahwa Saksi  mengetahui  setelah  menikah  Pemohon  dan  Termohon

tinggal di Desa Xxxx, Kabupaten Katingan;

- Bahwa  setelah  menikah  Pemohon  dan  Termohon  belum  dikarunia

anak;

- Bahwa Saksi  mengetahui  awalnya  hubungan  antara  Penggugat  dan

Tergugat  rukun,  namun  kemudian  Termohon  pulang  ke  jawa  dan

sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa saksi  mengetahui  Termohon  meninggalkan Pemohon setelah

setelah 1 (satu) bulan menikah, tiba-tiba Termohon pulang ke jawa dan

tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

- Bahwa Saksi  mengetahui  bahwa penyebab Termohon  meninggalkan

Pemohn  karena  saksi  sendiri  tidak  pernah  meilhat  Pemohon  dan

Termohon bertengkar;

- Bahwa  Saksi  mengetahui  Pemohon  dan  Termohon  kini  telah  pisah

rumah selama lebih dari 2 (dua) tahun lalu sampai dengan sekarang

dan  selama  itu  pula  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  menjalankan

kewajiban suami isteri;

- Bahwa Saksi sudah melakukan penasehatan kepada Pemohon, namun

upaya  tersebut  tetap  tidak  berhasil  merukunkan  Pemohon dan

Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan

kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk

bercerai dengan  Termohon dan mohon  putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu

yang tercantum dalam berita  acara  persidangan perkara  ini  sebagai  bagian

yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;
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Menimbang,  bahwa perkara ini  merupakan perkara cerai  talak yang

diajukan  oleh  Pemohon  yang  beragama  Islam  atas  dasar  perkawinan  yang

dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1)

Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  yang  telah  diubah  dengan  Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor

50  Tahun  2009  tentang  Peradilan  Agama,  Pengadilan  Agama  berwenang

mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan perkara ini mengaku

sedang  terikat  dalam  sebuah  perkawinan  dengan  Termohon,  kemudian

mengajukan  cerai  talak  yaitu  agar  perkawinannya  dengan  Tergugat  diputus

karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

dan  yang  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang

Peradilan Agama, Pemohon memiliki  legal standing untuk mengajukan perkara

ini melawan  Termohon,  karena  merupakan  pihak-pihak yang  berkepentingan

langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  memerintahkan  agar

Pemohon dan  Termohon  dipanggil  menghadap  di  muka  sidang  pada  waktu

yang telah ditetapkan, dan ternyata Pemohon hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan dan telah memberikan

keterangan  secukupnya  dan  telah  meneguhkan  dalil-dalil   permohonannya

dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, sementara Termohon

tidak hadir  menghadap di  muka sidang dan tidak  pula  mengirim wakil  atau

kuasanya yang sah, ketidakhadirannya itu tidak berdasarkan alasan yang sah

menurut  hukum,  sementara  Relaas  Panggilan  kepada  Termohon yang

dibacakan di persidangan telah dilakukan secara sah sesuai ketentuan Pasal

145, 146 dan 718 Ayat (1) R.Bg  jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa proses Mediasi  sesuai PERMA Nomor 1 Tahun

2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena

Termohon tidak hadir menghadap di muka sidang;
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Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilakukan,

namun Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-

Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  dalam  tiap

persidangan  telah  berupaya  memberikan  nasihat  secara  wajar  kepada

Pemohon dalam rangka perdamaian, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  permohonannya,  Pemohon

mengemukakan  dalil-dalil  dan/atau  alasan-alasan  sebagaimana  yang  telah

diuraikan  dalam  Duduk  Perkara,  yang  pada  pokoknya  Pemohon  memohon

kepada  Pengadilan  Agama  Kasongan  agar  memberi  izin  baginya  untuk

menjatuhkan talak atas Termohon, dengan alasan Termohon telah meninggalkan

Pemohon dan tidak pernah pulang kembali;

 Menimbang,  bahwa  Termohon  tidak  hadir  di  persidangan,  dan  tidak

menyuruh  orang  lain  sebagai  wakil/kuasa  hukumnya  untuk  hadir  di

persidangan, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang

sah  padahal  Termohon  sudah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  maka

Termohon   harus  dinyatakan  tidak  hadir  dan  permohonan   tersebut  harus

diperiksa tanpa  hadirnya  Termohon  serta  putusan  atas  perkara  ini  dapat

dijatuhkan secara verstek, hal ini sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab

“al-Anwar”, juz II, halaman 149, yang berbunyi:

يهْإ إإحْضَارُهُ تعََذرَّ إإنْو مَاعَ جَازَ وَتعََزّزإهإ لإتوََارإ عَليَهْإ وَالحُْكمُْ وَالبْيَنّةَُ الدعّْوَى سإ

Artinya: “Apabila Termohon  berhalangan hadir karena bersembunyi atau

enggan,  maka  hakim boleh  memeriksa  permohonan  tersebut  dan  alat-alat

yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Termohon  tidak  hadir  dan  tidak

mengajukan  suatu  jawaban  dalam  bentuk  apapun  terhadap  permohonan

Pemohon tersebut, maka segala dalil dan/atau alasan permohonan Pemohon

harus dianggap benar dan Pemohon tidak lagi perlu membuktikan lebih lanjut

sebagaimana jiwa dari ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg, kecuali tentang dalil-

dalil dan/atau alasan-alasan yang pembuktiannya harus dilakukan dengan cara

tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang,  bahwa  untuk  maksud  tersebut,  Pemohon  telah

mengajukan  bukti  P.1  dan  P.2,  telah  dinazegelen dan  sesuai  aslinya
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sebagaimana maksud pasal 301 R.Bg, akta mana dibuat dan ditandatangani

oleh  Pejabat  yang  berwenang  untuk  itu,  maka  dengan  demikian  sesuai

ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik

yang  memiliki  nilai  pembuktian  yang  sempurna  (volledig)  dan  mengikat

(bindende).

Menimbang,  bahwa  Bukti  P.1  berkaitan  langsung  dengan  pokok

perkara  karena  menerangkan  dalil  Pemohon  tentang  peristiwa  pernikahan

Pemohon  dengan  Termohon.  Maka  secara  formil  dan  materiil,  bukti  P.1

merupakan alat bukti yang sah, dan telah membuktikan dalil Pemohon bahwa

Pemohon telah menikah dengan Termohon secara sah menurut agama Islam,

dan  resmi  di  hadapan  Pegawai  Pencatat  Nikah  KUA Kecamatan  KUA.

Kecamatan Katingan Hilir,  Kabupaten Katingan, Provinsi  Kalimantan Tengah,

pada tanggal 20 April 2016;

Menimbang,  bahwa  terhadap  bukti  P.2  berkaitan  dengan  domisili

kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon yang menerangkan bahwa

kediaman Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kasongan,

maka dengan demikian perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang,  bahwa  selain  alat-alat  bukti  surat,  Pemohon juga  telah

mengajukan alat  bukti  saksi  dua orang masing-masing bernama, 1) Saksi I

(Saksi  I),  dan 2)  Saksi II (Saksi  II),  yang identitas dan keterangan masing-

masing telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang

saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak

membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal

306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg. Saksi I dan Saksi II

masing-masing  adalah  orang  yang  dekat  dengan  Pemohon,  yang  merupakan

orang-orang  yang  dekat/kenal  dengan  Pemohon  dan  Termohon,  yang  harus

didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama. 

Menimbang, bawha keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan

dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan yang
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sesuai  dengan maksud Pasal  308 Ayat  (1)  R.Bg.  Kesaksian diberikan secara

terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) R.Bg, dan di bawah sumpah sesuai

Pasal 175 R.Bg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Pemohon

telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi. 

 Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan

para saksi Pemohon, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang

dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan

yang sah sejak 08 Juli 2019;

2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perpisahan tempat

tinggal sejak  bulan  Agustus  2019,  karena  Termohon  meninggalkan

Pemohon untuk pulang ke jawa namun tidak pernah kembali lagi;

3. Bahwa  sejak  Termohon  meninggalkan  Pemohon  hingga  saat  ini,  antara

Pemohon  dan  Termohon  sudah  tidak  pernah  berkomunikasi  dan  tidak

berhubungan layaknya suami istri;

4. Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun

tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  telah

secara  jelas  mengungkap  keadaan  rumah  tangga  antara  Pemohon  dan

Termohon yang ternyata Termohon telah meninggalkan Pemohon tanpa alasan

yang jelas selama lebih dari 2 (dua) tahun. Selama masa berpisah itu tidak

indikasi dan tanda-tanda akan rukun kembali. Fakta sedemikian ini tidak lagi

sejalan  dengan  norma-norma  hukum  dalam  membina  rumah  tangga

sebagaimana diatur dalam Pasal 30 s.d. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam. Akibatnya

secara nyata telah menimbulkan dampak buruk (mudharat) terhadap Pemohon

dan  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon,  yang  tidak  seharusnya  terjadi

dalam sebuah hubungan perkawinan yang sakral. 

Menimbang,  bahwa  perkawinan  bertujuan  diantarannya  menciptakan

kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan

wajib  dilestarikan,  namun  sebaliknya  jika  telah  terjadi  salah  satu  pihak
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meninggalkan pihak yang lain tanpa alasan yang jelas dan tanpa ada itikad

untuk kembali bersama maka mungkin daapt mewujudkan tujuan perkawinan

yang  sakinah,  mawaddah  dan  rahmah,  sehingga  mempertahankan  rumah

tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan

menimbulkan  ketidakpastian  berkepanjangan  dan  kemadharatan  bagi  kedua

belah  pihak  suami  isteri,  karena  kemadharatan  itu  harus  dihindari  sedapat

mungkin, karena itu Majelis hakim sependapat dengan kaedah fiqh :

المكان بقدر يدفع الضرر

“Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin.”     

المصالح جلب على مقدم المفاسد درأ

“Menghindari  mafsadat  (kerusakan)  lebih  diutamakan  dari  mencari

kemaslahatan”;

Menimbang,  bahwa  pada  dasarnya  menurut  ajaran  Islam  perceraian

merupakan  perbuatan  halal  yang  paling  dimurkai  Allah  SWT,  namun dalam

keadaan rumah tangga telah berubah menjadi penjara dimana tidak ada lagi

manfaat bagi  Pemohon dan  Termohon, maka perceraian dibolehkan, dalam

hal  ini  Majelis  Hakim mengambil  alih  dan menjadikan pertimbangan sendiri,

pendapat yang tercantum dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq

Juz I halaman 83 ;

فيهااتصح               ينفعا يعدا ولما الزوجينا الحياةا تضطربا حينا الطلاقا نظاما إختارالاسلاما قدا

على               يحكم ان رمعناه لأناالإستمرا روح غير من صورة الزوج تصبحاالربطة وحيثا ولاصلح

الم    باالسجن الزوجين العدالة    ؤاحد روح تاباه وهذا بد

Artinya: Islam  memilih  lembaga  thalaq/cerai  ketika  rumah  tangga  sudah

dianggap  goncang  serta  dianggap  sudah  tidak  bermanfaat  lagi

nasehat/  perdamaian dan hubungan suami isteri  menjadi tanpa ruh

(hampa),  sebab meneruskan perkawinan berarti  menghukum salah

satu  suami  isteri  dengan  penjara  yang berkepanjangan.  Ini  adalah

aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.
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Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup

alasan bagi majelis hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan

alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon cukup beralasan

dan terbukti  menurut hukum, oleh karenanya  petitum  permohonan Pemohon

sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah

memenuhi maksud Pasal 39  Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974  jo

Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989  jo  Pasal 19 huruf (b)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975  jo  Pasal 116 huruf (b)  Kompilasi

Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89  Ayat (1) Undang-

Undang  Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-

Undang  Nomor   3  Tahun  2006 dan  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor  50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor

7  tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,   maka  biaya  perkara  dibebankan

kepada  Pemohon;    

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

serta dalil-dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;

 M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; 

2.  Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; 

3.  Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak

satu Raj’i  kepada Termohon (Termohon);

4.  Membebankan  kepada  Pemohon untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Agama Kasongan pada hari  Senin tanggal 31 Januari 2022 Masehi bertepatan

dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami NORHADI, S.H.I, M.H.

sebagai  Ketua  Majelis,  AZIM  IZZUL  ISLAMI,  S.H.I.,  M.H. dan  FARIZ
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PRASETYO  AJI,  S.H. masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan

tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Ketua Majelis  beserta  Hakim Anggota tersebut  dan dibantu oleh  EKA DIAN

PUSPITASARI, S.H.  sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa

hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

NORHADI, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota

AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

FARIZ PRASETYO AJI, S.H.

Panitera Pengganti,

EKA DIAN PUSPITASARI, S.H.

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  Biaya Proses : Rp 50.000,00

-  Panggilan : Rp 600.000,00

-  PNBP : Rp 20.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp           10  .000,00  

J u m l a h : Rp 720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2022/PA.Ksn

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2022/PA.Ksn

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14


